Memmbang:

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR RALIMANTAN SIFLATAN

NOMOR 29 PAHLUN 2000
VN PANG

VUOASR, FUNGELDAN UIRALAN VUIGAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAFRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F5A

QUBERNUR KALIMANUAN SELATAN,

a. bahwa dalam rangka optunalisast kinena Badan Perencanaan

b.

rJ

Pembangunan Dacrah perln perumusan Tugas, Fungsi, Jdan

Uratan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

bahwa Peraturan Dacrah Provinst Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur
Kalimantan  Selatan Nomor 095 Tahun 2019 fentang
Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas, Fungst dan Tata Kerpa
Perangkat Daecrah Provinst Kalimantan Selatan, menetapkan
periunya perumusan  fugas,  fungs dan uvan tagan netiagy
Perangkat Daerahy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Pernturan Gubernur
Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi dan Uraan Tugas
Badan Perencanann Pembangunan Dacraly,

Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang Dasar Nepara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1950 Jo. Undang Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penctapan Undang-Undang
Darurat  Nomor 10 Tohun 1957 antara  lain mengem
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (1 embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1100);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  (entang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara
Republik  Indonesin  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1421,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pennmbangan
KReuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerimtahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438,
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v Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Permbentolirn
Peraturan  Perundang undangan  (Lembaran Negora RPepublie
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesue Momor H234) webapannnana telah dbabah
dengan  Undang-Undanpg  Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 67398,

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintazhan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berila Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100},

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomaor 95);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN

URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
&

10.

11

12.

13.

14.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sub Bidang adalah sub-sub bidang pada Bidang-bidang di lingkungan Badan
Perencanaan Permnbangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unit
pelaksana teknis daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penvusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

KRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
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17,

18.

158,

20.

(1)

(2)

l-’;-;] . . .
aChicang S “rrye L : .-
disin rl-»,’ | - Kerja Perangkat  Dacrah yang selanjutnya

- g --lri dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun.
Rencana Keria Gatrse -
i ;lm Kena Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-S5KPD
i ells - e . o ) ¢

th dokurmen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode

I (satu) tahun
l\(.tn_]al-:ag udalah arah/tindakan yang diambil oleh pemenntah daerah untuk
mencapai tujuan.
frogram adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebib kegiatan
vang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanssn Pembangunan
Dacrah.
Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan
secara kuantitatif dan kualitatif,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sclanjutnya disingkat dengan
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangks menyusun rencana
pembangunan Nasional dan rencana pernbangunan Daerah

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah;
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;

S

Pelaksanaan statistik dan pelayanan informasi perencanaan,
Pengelolaan kegiatan kesekretariatan/ketatausahaan,
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan
perekonomian dan keuangan;

pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang
pemerintahan, dan pembangunan manusia;

pelaksanaan  kebijakan penyusunan rencana pembangunan
prasarana dan pengembangan wilayah;

bidang

Tm oo

hidang
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(3)

4)

s By

k. pelaks
aan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

1.

perencanaan pembangunan daerah:
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD: dan

M. pengelolaan, pengawasan kesekretariatan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas

scbagaimana dimaksud : ) ) ‘
: pada ayat (1) mempunyai urai il crs
berikut: J puny an tugas sebagal
a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan

b.

i.

3

k.

kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

mengoordinasikaj_"l_. membina, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang perekonomian dan
keuangan;
mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksgnaan kebijakan pembangunan daerah bidang pembangunan
manusia;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
mengoordinasikan, membina, mengawast, dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang prasarana;
mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah bidang pengembangan
wilayah,;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

mengoordinasikan penyusunan RPJMN dan RKP;

membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD;

membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud ada ayat (1) terdiri atas:

a.

B oe e

Sekretariat;

Bidang Perekonomian dan SDA;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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2)
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
mempunyai  tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan
menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Sekretanat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi:

a. pcnyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi
dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan aset Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

pengendalian

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
pengelolaan aset Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan
pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan

h. mclaksanakan tugas lain scsuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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(2)
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Sekretay it el v p—
1a whagmimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:

a sub i AN - ~
Sub Baguan Perencanaan dan Pelaporan;

b Bagan Keuangan dan Aset, dan

Sub Bagan Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Yoavat |4) huraf a mempunyar tugas melaksanakan penyusunan

Pasal J

program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan.

Sub  Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
bernkut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data

perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana

C.
stratejik;

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana
kegiatan;

e. menyviapkan bahan dan menyusun sistem informasi Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah;

{. menyiapkan bahan dan melaksanaan kerjasama penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Dacrah;

g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban
dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;

h. menyviapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program,;
dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) huruf b mempunya: tugas melaksanakan penyusunan rencana

anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
Sub Bagian Kcuangan dan Asct dalam mclaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai berikut:
menviapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;

b. menviapkan bahan dan menyusun petunjuk
Keuangan;

menyapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana
anggaran pendapatan dan  Dbelanja Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah:

a.
teknis pengelolaan

|
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= s
menviapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan  menyusun
Y oy r = s
Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;

menviapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan  akuntansi
Keuangan;

menylapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
menviapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung
Jawaban keuangan;

menylapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan
tunjangan,

menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan
kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-
menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
administrasi kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-
menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan
ekspedisi;

menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi, serta
penghapusan arsip;

menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
dan keprotokolan;

menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan
ketatalaksanaan;

menylapkan bahan dan menyusun daftar nominauf dan daftar urut
kepangkatan pegawai;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawal,
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J- menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian:

K. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
L menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

J- melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 7

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,

mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di

bidang perekonomian dan sda.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Pangan;

b. penyusunan program, Kkoordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
Perekonomian; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
Sumber Daya Alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah di bidang perekonomian;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan  penyusunan rencana pembangunan dacrah  bidang
Pangan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang

Perekonomian;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
Sumber Daya Alam; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Sub Bidang Pangan;

b. Sub Bidang Perekonomian; dan

¢. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
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Pasal 8

Sub Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (4) huruf o

mempunyval tugas melaksanakan dan memberikan  fasilitasi penyusunin

rencana pembangunan dacrah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan.

Sub Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1) mempunyal uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana  kegiatan  penyusunan
rencana  pembangunan  dacrah bidang  Tanaman  Pangan  dan
Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan
Peternakan;

c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan
Pcternakan;

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi Renstra SKPD lingkup Tanaman
Pangan dan Hortikutura, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan
Peternakan,

e. menyiapkan  bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah satuan SKPD
lingkup Tanaman Pangan dan Hortikutura, Ketahanan Pangan
Perkebunan dan Peternakan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan bidang Tanaman Pangan dan
Hortikutura, Ketahanan Pangan Perkebunan dan Peternakan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan olah pimpinan.

Pasal 9

Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan (asilitasi
penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perindustrian,
perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal pariwisata
Ketenagakerjaan, dan transmigrasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Sub Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan, jasa
keuangan, penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal,
Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah;
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menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana
pembangunan  daerah bidang penndustrian, perdagangan,  jasa
keuangan, dan penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjnan dan
Transmigrusi. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;

mcrj_\riapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
pt.‘rl_ndustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman modal,
Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro
Keeil dan menengah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra-
SKPD  lingkup perindustrian, perdagangan, jasa  kcuangan, dan
penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renstra-
SKPD lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan
penanaman modal, Pariwisata, Kctenagakerjaan dan Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-SKPD
lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan penanaman
modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan menengah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi Renja-
SKPD lingkup perindustrian, perdagangan, jasa keuangan, dan
penanaman modal, Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kKewenangannya.

Pasal 10

Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayal (4) hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan (asilitasi

penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Kelautan dan
Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyliapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang Kelautan dan Perikanan, dan
Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data di bidang
Kelautan dan Perikanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. menylapkan bahan penyusunan RPJPD,RPUMD .dan RKPD di bidang
Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral,

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi Renstra SKPD lingkup Kelautan
dan Perikanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
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~ Miesryvey _— . '
nenviapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan  klarifikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah satuan SKPD
lingkup Kelautan dan Perikanan, dan Energi dan Sumber Dava Mineral;

[ menyiapkan bahan  dan melaksanakan  pemantauan  pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan dan
Energ dan Sumber Dava Mineral;

£ melaksanakan tugas lain yang diberikan olah pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 11

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayal {4) huruf ¢ mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina,  mengatur, dan  mengendalikan penyusunan rencana
pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan, dan pemerintahan dan
pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungst:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan  dacrah  bidang
pemerintahan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan dacrah bidang
pendidikan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
kebudayvaan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
kesehatan; dan

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
kesejahteraan sosial.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

benikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan dan pemerintahan
pembangunan manusia;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
pemerintahan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
pendidikan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendahkan penyusunan rencana pembangunan daerah wdang
kebudayaan;
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menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan  penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
kesehatan:

. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan  penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
kesejahteraan sosial; dan

g- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sub Bidang Pemerintahan;

b. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan

c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan (fasilitasi
penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan,
pendapatan daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan
sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan
ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan.

Sub Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan
daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber
daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan
ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset,
kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan
pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan
serta kearsipan;

c. menylapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan
daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber
daya manusia, peneliian dan pengembangan, ketenteraman dan
ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana

pembangunan daerah bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan

keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya
manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban
umum, perpustakaan serta kearsipan;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang

pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan aset,

kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan
pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan

serta kearsipan;
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n-wn‘\'xgpkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang
pcmcnnta‘han, pendapatan daerah dan keuangan dan aset,
kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan
pengembangan, ketenteraman dan  ketertiban  umum, perpustakaan
scria kearsipan;

menyiapkan  bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan
Renstra-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan
dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum,

perpustakaan serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renstra-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan
dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum,
perpustakaan serta kearsipan,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-
SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan
aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian
dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan
serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renja-SKPD lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan
dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum,

perpustakaan serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator
kinerja bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan dan
aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, penelitian
dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum, perpustakaan
serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup pemerintahan, pendapatan daerah dan
keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya
manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban
umum, perpustakaan serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana
pembangunan bidang pemerintahan, pendapatan daerah dan keuangan
dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan, ketenteraman dan ketertiban umum,
perpustakaan serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan, pendapatan
daerah dan keuangan dan aset, kepegawaian, pengembangan sumber
daya manusia, peneliian dan pengembangan, ketenteraman dan
ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan;
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Q- menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja
PENIyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan,
pendapatan daerah dan keuangan, kepegawaian, pengembangan
sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, ketenteraman
dan ketertiban umum, perpustakaan serta kearsipan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 13

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi
penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan,
kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan,
pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, perpustakaan dan
kearsipan.

Sub J_f—?idang Pendidikan dan Budaya dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan
kearsipan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis
pendidikan,  kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan,
keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan

rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan

kearsipan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan
kearsipan;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan
keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

f. menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang
pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan

keolahragaan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan
Renstra-SKPD lingkup  pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan,
kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renstra-SKPD lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan,
kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;
menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-
SKPD lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan,
dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan,

a.

dan menyajikan data
dan
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J- mcn‘,\'iap!’(an bghan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renja-SKPD  lingkup  pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan,
kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

k. rr}ﬁn}«'_iapl:ca.n bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator
kinerja bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan,
dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan Kklarifikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan,
kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana
pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan,
kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan kearsipan;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan, perpustakaan dan
kearsipan;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja
penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan,
kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan,
perpustakaan dan kearsipan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 14

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan dan
memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang
kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, kesejahteraan sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;
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menyviapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, kesejahteraan sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pembangunan daerah bidang kesehatan, Kkesejahteraan sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrembang bidang
kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan
Renstra-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renstra-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan
Renja-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renja-SKPD lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator
kinerja bidang Kkesehatan, Kkesejahteraan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup kesehatan, kesejahteraan sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
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i .mm:unnn bidang kesehatan, Kesejahteraan sosial, pemberdayvaan
Tasyarakatl dan desa, pemberdayaan perempuan dan perbndungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pvngvnduiiam
penduduk dan keluarga berencana:

menviapkan bahan dan melaksanakan pemantauan  pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan bidang keschatan, kesejahteraan
sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan
dan perhndungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyviapkan bahan dan melaksanakan penvusunan laporan kinerja
penyusunan - rencana  pembangunan  daerah  bidang  keschatan,
kesejahteraan  sosial, pemberdayaan  masyarakat dan  desa,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana; dan

melaksanakan  tugas lain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 15

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang
infrastruktur dan kewilayahan.

(2) Bidang Inlrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

a.
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
infrastruktur dan Kewilayahan ;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
Kehutanan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
lingkungan hidup;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
perhubungan; dan

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pcngaturan,' dan
pengendalian penyusunan rencana pembangunan dacrah bidang
komunikasi dan informatika.

(3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan _teknia :
pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;

perencanaan

Dipindai dengan CamScanner
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mfrastruktur:

penyusunan  rencana  pembangunan  daerah bidang

menyus ; . 1 1 I
™ 1_\11“]111. program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
» T r o 2 v -
engendalikan  penyusunan  rencana pembangunan  daerah  bidang
sumberdava alam: -

mcn_\‘usun. program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan  penyusunan rencana pembangunan daerah bidang

lingkungan hidup;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendaltkan  penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
perhubungan;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang
komunikasi dan informatika; dan

melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

(1) Bidang Infrastrukiur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

(1)

(2)

a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan

¢. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika.

Pasal 16

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan
fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan
umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman.

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam meclaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a.

menylapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang
dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta
kawasan permukiman;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang
dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;

menyiapkan bahan  dan  mclaksanakan penyusunan  rencana
pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, tata ruang dan
pertanahan, perumahan sertakawasan permukiman;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, perumahan serta
kawasan permukiman;
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menviepkan  bahan  dan  melaksanakan  fasilitasi PENVUSUIanN
Renstra SKPD hingkup pekerjaan umum, tats ruang dan pertanahan,
prrumahan eerta kawasan permukiman

menviepsan  bahan dan  melaksanakan supervisi  serta evaluas:
Renstra SKPD hingkup pekenaan umum, tata ruang dan pertanahan,
perumahan serta kawasan permukiman,

menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja
WD lingkup  pekenaan umum,  tata ruang dan pertanahan,
perumahan serta kawasan permukiman;

menviapkan  bahan  dan  melaksanakan  supervisi  serta  evaluasi
Renpa SKPD hingkup pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan,
perumahan serta kawasan permukiman;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitast penvusunan indikator
kmmena  bidang  pekerngnan umum, tata ruang  dan pertanahan,
perumahan serta kawasan permukiman,

menvipkan  bahan dan melaksanakan konfirmas: dan  klarifikasi
penvusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kena
Perungkat  Dacrah  lingkup pekerjaan  umum, tata  ruang  dan
pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;

menviapkan bahan dan melaksanakan kena sama dengan satuan
kerja/umit kena dan nstansi terkat dalam penyusunan rencana
pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan,
perumahan serta kawasan permukiman;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penyvusunan rencana pembangunan mdang pekerjaan umum, ata
ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman;
menviapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja
penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum,
tata ruang dan pertanahan, perumahan serta kawasan permukiman,
dan

melaksanakan  tugas lain  sesuai  dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 17

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasal

16 avat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan

membernikan fasilitas: penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang
energ dan sumber daya mineral, kehutanan serta hngkungan hidup

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebaga

benkut

0

menviapkan bahan dan menvusun rencana keglatan penvusunan
rencana pembangunan dacrah bidang energi dan sumber daya mineral,
kehutanan serta ingkungan hidup;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data energ
dan sumber dava mineral, kehutanan, serta hngkungan hidup;

Dipindai dengan CamScanner
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ipkan bahan dan menvusun petunjuk teknis  penvusunan

rencana pembangunan daerah bidang energi dan sumber dava mineral,
kehutanan, serta hingkungan hidup;

d menviapkan  bahan  dan  melaksanakan  penyusunan  rencana

pembangunan  daerah bidang energt dan sumber daya muneral,
kehutanan, serta hngkungan hidup;

e menviapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
energl dan sumber dava mineral, kehutanan, serta hngkungan hidup,

menyviapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang energi
dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;

K menviapkan bahan dan melaksanakan fastlitasi  penyusunan
Renstra-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan,
serta hingkungan hidup;

h. menviapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renstra-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan,
serta lingkungan hidup:

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Renja-
SKPD lingkup energi dan sumber dayva mineral, kehutanan, serta
lingkungan hidup;

j.  menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi serta evaluasi
Renja-SKPD lingkup energi dan sumber daya mineral, kehutanan,
serta lingkungan hidup;

k. menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator
kinerja bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta
lingkungan hidup;

l.  menviapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klanfikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup energi dan sumber daya mineral,
kehutanan, serta lingkungan hidup;

m. menviapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit Kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana
pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan,
serta lingkungan hidup;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan

penyusunan rencana pembangunan bidang energi dan sumber daya
mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup;

o. menviapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja
penyusunan rencana pembangunan daerah bidang energi dan sumber
daya muineral, kehutanan, serta lingkungan hidup; dan

p- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 18

Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (4) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
dan membenkan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di

bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta
persandian.
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UEas sebapmnmana dimaksudd pada ayat (1) mempunya uramn tuges sebagan

berkut

by

d.

o.

menviapkan  bahan dan menyusun rencana kegiatan  penyusurian

rencana pembangunan diaerah bidang perhubungan, komunikas: dan
informatika, statistik, sertn persandinn;

mengumpulkan,  mengolah, menganalisis, dan menyajkan  data
perhubungan, komunikast dan informatika, statistik, serta persandian,
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan
mformatika, statstik, serta persandian;

menylapkan  bahan dan  melaksanakan  penyusunan  rencana
pembangunan  daerah  bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
perhubungan, komunikasi dan mformatika, statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan dan menyusun materi Musrenbang bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
menyiapkan  bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan
Renstra-SKPD  lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan
Renstra-SKPD  lingkup perhubungan, komunikasi dan informatka,
statistik, serta persandian;

mcnyiapkan bahan dan mclaksanakan fasilitasi penyusunan Rcenja-
SKPD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik,

supervisi serta evaluasi

serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan
Renja-SKPD lingkup perhubungan, komunikasi dan
statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan indikator
kinerja bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik,
serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi
penyusunan dokumen rencana pembangunan dacrah Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana
pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan, komunikasi
dan informatika, statistik, serta persandian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja
penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

supervisi serta evaluasi
informatika,
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Bagian Keenam

Bidung Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 19

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf ¢ mempunyar tugas
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana
pembangunan daerah dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian analisis data Pembangunan Daerah;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan
daerah;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian perencanaan pembangunan daerah;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

e¢. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan, dan pengendalian
serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan analisis data program;

¢c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi
pembangunan daerah;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan perencanaan pembangunan daerah;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan analisis kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuali dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdini atas:
a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Daerah.
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Pasal 20

Sub  Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 avat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
analisis data program dan pengelolaan  serta pengembangan  informasi
pembangunan daerah.

Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan anahsis data

a.
pengelolaan  serta pengembangan  informasi

program, dan
pembangunan daerah;
b. menyiapkan bahan dan menyvusun petunjuk teknis analisis data
program pembangunan daerah;
menyiapkan uraian wtugas sub bidang data dan informasi dan
menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan informasi
pembangunan daerah;
d. menyiapkan bahan dan mempelajari rencana tata ruang daerah;
menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data program sektoral;
analisis dan evaluasi

(]

menyiapkan bahan dan melaksanakan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;

g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, dan identifikasi
kebijakan nasional serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan
program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;

h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi

masalah pembangunan serta kebutuhan masyarakat;

menyiapkan bahan, mengolah, dan mengembangkan serta mengelola

informasi pembangunan daerah;

menyiapkan bahan, membangun, mengembangkan, dan mencrapkan

sistem informasi pembangunan daerah;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam analisis data program, dan
pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauvan pelaksanaan
analisis data program, dan pengelolaan serta pengembangan informasi
pembangunan daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja
analisis data program, dan pengelolaan serta pengembangan informasi
pembangunan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.
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Pasal 21

Sub Budang Perencanaan dan Pendanonan sebagmimana donodesad dalion
Pasal 19 avat () horal b mempunvin togas melonksanakan penyusunan
rencana dan kerangka pendanaan pembangunan dacrah

Sub Bidang Perencanaan  dan Pendanaan dalom melaksanakan  tugas
sehagmimana  dimaksud  pada avat (1) mempunyal aranng bugne nebhagrind
berkut:

a. menviapkan bahan dan menyusun  rencana Kegintan  penyusunit
rencann dan Kerangka pendanann pembanpunan dacrab;

L. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk  teknis  penyusunan
rencana dan kerangka pendanaan pembangunan dacrah;

¢.  menyiapkan bahan dan melaksannkan pengkajian dan analisis data
dan informasi pembangunan doaerah,

d. menyiapkan  bahan  dan  menyusun  program dan  kegiatan
pembangunan daerah;

¢.  menyiapkan bahan dan menyusun kerangka pendanaan pembangunan
dacrah;

{. meoyiapkan bahan dan menyusun rancangan RRIPD, RPJIMD, dan
RKPD;

g. menviapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi forum  konsultasi
publik pembahasan rancangan RPJPD, RPIMD, dan RKPD;

h. menyiapkan bahan dan menyusun materi pembahasan Musrenbang;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan  fasilitasi  pelaksanaan
Musrenbang rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

J.  menyiapkan bahan dan menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD,
dan RKPD hasil Musrenbang;

k. menyiapkan bahan dan menyusun naskah, materi dan dokumen
perencanaan bahan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan;

. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen penetapan rancangan
akhir RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana dan
kerangka pendanaan pembangunan daerah;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;

o. menywapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan Kinerja

penyusunan rencana dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 22

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dulam Pasal 19 ayat (4) hurul ¢ mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan dacrah.
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(2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendahian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan  data
pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian
kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi kebijakan
dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian kebijakan
pembangunan daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, inventarisasi,
identifikasi, serta supervisi penyimpangan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;

menylapkan bahan dan melaksanakan evaluasi proses perumusan
dokumen perencanaan pembangunan dacrah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pclaksanaan program dan
kegiatan serta capaian pelaksanaan pembangunan daerah;

menyiapkan bahan dan menghimpun, menganalisis dan menyusun
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian
rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;

mcgyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan dacrah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan

gengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
aerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah; dan

melaksanakan  tugas lain  sesuai dengan  bid:
kewenangannya. & ang tugas dan
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 23

UPTD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 avat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seoarang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Masing-masing bidang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2ayat (4) huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Masing-masing sub bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Masing-masing sub bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
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Pasal 27

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan
dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekreiaris
sebagail Pelaksana Harian (Plh); dan

b. Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan sementara, maka

ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh)
berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 Nomor 72), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 uu 292

GUBERNUR IMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 qui 0%

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

//ﬁ
ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR
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